
BUPATI KARIM UN
PERATURAN BUPATI KARIMUN 

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (3)
dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten 
Karimun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Karimun tentang Besaran Tunjangan 
Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Bagi Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Karimun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten 
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuan tan Singingi 
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- 
Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten 
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota 
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5238) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomr 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun 
Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN
PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN 
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN KARIMUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Karimun.

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua
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dan wakil ketua DPRD Kabupaten Karimun sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan.

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 
Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota 
DPRD Kabupaten Karimun sesuai dengan ketentuan perundang- 
undangan.

7. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Anggaran Pendapan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Karimun.

8. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD, karena Pemerintah Daerah belum dapat 
menyediakan rumah jabatan Pimpinan beserta perlengkapanya dan 
rumah dinas Anggota beserta perlengkapannya.

9. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada 
Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, karena Pemerintah Daerah belum 
dapat menyediakan Kendaraan Dinas bagi Pimpinan DPRD dan sebagai 
tunjangan kesejahteraan bagi Anggota DPRD.

10. Appraisal adalah penaksiran nilai atas suatu harta kekayaan yang 
berbentuk tanah, bangunan, mesin dan harta kekayaan lain.

BAB II
TUJUAN PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 2

Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi diberikan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tujuan untuk kelancaran tugas,
fungsi, dan wewenang DPRD.

Pasal 3

(1) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD 
diberikan dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah 
jabatan dan kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD

(2) Tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD diberikan dalam hal Pemerintah 
Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD.

(3) Pemerintah Daerah dapat menyediakan tunjangan kesejahteraan berupa 
tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.

(4) Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan dalam bentuk 
uang dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

BAB III
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal 4

(1) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan DPRD akan dihitung dan 
ditetapkan apabila Pimpinan DPRD tidak lagi menempati rumah Negara
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yang disediakan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

(2) Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD adalah sebesar 
Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per orang.

Pasal 5

Dalam hal Pemerintahan Kebupaten Karimun telah dapat menyediakan 
Rumah Negara beserta perlengkapannya bagi Anggota DPRD, maka 
pemberian Tunjangan Perumahan ini dihentikan sejak Anggota DPRD 
menempati rumah negara dimaksud.

BAB IV
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI 

Pasal 6

(1) Besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD akan dihitung dan 
ditetapkan apabila Pimpinan DPRD tidak lagi menggunakan kendaraan 
dinas yang disediakan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

(2) Besaran Tunjangan transportasi Anggota DPRD adalah sebesar 
Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per bulan 
per orang.

Pasal 7

Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan 
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dihitung 
oleh Pemerintah Daerah melalui Appraisal sesuai dengan ketentuang 
peraturan perundang-undangan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) Tahun.

BAB V
PEMBIAYAAN 

Pasal 8

Biaya Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun 
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI KARIMUN,

SEKRETARiS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

MUHlD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2022 NOMOR 38


